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Abstract: Food security is a strategic issue in sustainable development, especially in Eastern

Indonesia, which faces complex geographical, cultural, and institutional challenges. This study
aims to analyze the dynamics of food security policy changes in three priority provinces—East
Nusa Tenggara, North Maluku, and Papua—with a focus on agricultural policies and stunting
prevention. Using a qualitative case study approach and the Kaleidoscope Model framework,

this study was conducted in stages over three years. Data were collected through in-depth
interviews, field observations, and analysis of policy documents and donor interventions. The
results show that the successful implementation of policies is greatly influenced by the strength

of local actors, donor support, and institutional capacity at the regional level. However,

obstacles such as weak inter-sectoral coordination, bureaucratic fragmentation, and a lack of
accurate data remain major barriers. The discussion reinforces the relevance of the

Kaleidoscope Model in capturing the interaction between social pressures, empirical evidence,

and political power in the policy change process. This study also highlights inter-provincial
disparities and the importance of institutional reform to ensure policy sustainability. These
findings contribute to the theoretical approach to public policy in developing countries and
recommend the integration of the private sector and the strengthening of local mechanisms as

long-term strategies. This study supports the achievement of the SDGs through contextual and
sustainable food security policies.

Keyword: food security policy, Eastern Indonesia, Kaleidoscope Model, stunting, institutional
reform, SDGs, local actors

Abstrak: Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan,
terutama di wilayah Indonesia Timur yang menghadapi tantangan geografis, budaya, dan
kelembagaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan
kebijakan ketahanan pangan di tiga provinsi prioritas—Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara,
dan Papua—dengan fokus pada kebijakan pertanian dan penanggulangan stunting.
Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan kerangka Model Kaleidoskop, studi ini
dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan intervensi donor. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan
aktor lokal, dukungan lembaga donor, dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Namun
demikian, kendala seperti koordinasi antarsektor yang lemah, fragmentasi birokrasi, serta
kurangnya data yang akurat masih menjadi hambatan utama. Diskusi memperkuat relevansi
Model Kaleidoskop dalam menangkap interaksi antara tekanan sosial, bukti empiris, dan
kekuasaan politik dalam proses perubahan kebijakan. Studi ini juga menyoroti ketimpangan
antar provinsi dan pentingnya reformasi kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan
kebijakan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pendekatan teoritis kebijakan publik
di negara berkembang dan merekomendasikan integrasi peran sektor swasta serta penguatan
mekanisme lokal sebagai strategi jangka panjang. Studi ini mendukung pencapaian SDGs
melalui kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan ketahanan pangan, Indonesia Timur, Model Kaleidoskop, stunting,
reformasi kelembagaan, SDGs, aktor lokal

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan pilar esensial dalam agenda global Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 2 yang menargetkan
penghapusan kelaparan (United Nations). Di Indonesia, pencapaian tujuan ini menghadapi
tantangan struktural dan kelembagaan, antara lain distribusi pangan yang tidak merata,
keterbatasan akses sumber daya, dan tingginya prevalensi stunting pada balita (OECD, 2014;
White, 2014; Pelletier et al., 2012). Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya menjadi
soal ketersediaan pangan, tetapi juga terkait langsung dengan kualitas hidup dan pembangunan
manusia secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang, kebijakan ketahanan
pangan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, terutama di sektor pertanian dan gizi.
Pemerintah telah mengupayakan peningkatan produktivitas dan pengurangan stunting. Namun,
efektivitas kebijakan tersebut masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektor,
keterbatasan data yang akurat, dan kapasitas kelembagaan yang rendah (Resnick & Okumo,
2017). Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang lebih
kontekstual dan adaptif, seperti Model Kaleidoskop, yang dirancang untuk memahami proses
perubahan kebijakan dalam konteks sosial-politik yang kompleks (Sabatier & Weible, 2007).

Masalah kebijakan pangan di Indonesia bersifat multidimensional, tidak dapat dipahami
hanya melalui pendekatan teknokratis linier. Banyak studi menunjukkan kegagalan kebijakan
di negara berkembang karena tidak mampu mencerminkan realitas lokal, mengingat kebijakan
tersebut sering kali dipengaruhi oleh asumsi donor internasional dan lembaga multilateral
(Grindle, 2004; Resnick & van de Walle, 2013). Fragmentasi tata kelola dan minimnya
partisipasi masyarakat juga memperlemah efektivitas kebijakan. Karena itu, tantangan utama
terletak pada bagaimana merancang kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual, sistematis,
dan mampu mencerminkan dinamika lokal secara holistik (Rulinawaty, dkk, 2020).

Pendekatan siklus kebijakan yang mencakup agenda setting, formulasi, implementasi,
evaluasi, dan reformasi memang memberikan kerangka sistematik dalam analisis kebijakan
(Birkland, 2010; Cairney & Heikkila, 2014). Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini
cenderung tidak cukup fleksibel untuk menangkap interaksi kompleks antar aktor kebijakan,
dinamika kekuasaan, serta pengaruh budaya dan geografi. Oleh karena itu, literatur
kontemporer menyarankan penggunaan model kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks
sosial-politik, seperti Model Kaleidoskop, yang menawarkan pendekatan lintas level dan
partisipatif.

Model Kaleidoskop menawarkan kerangka komprehensif yang memadukan elemen-
elemen siklus kebijakan dengan konteks kelembagaan, ekonomi, politik, dan sosial (Resnick
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et al., 2018). Model ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara
tekanan sosial, kekuatan advokasi, bukti empiris, dan dinamika kelembagaan. Dalam isu
ketahanan pangan, pendekatan ini relevan karena mampu menangkap dinamika aktor lintas
level, mulai dari masyarakat sipil dan birokrasi lokal, hingga donor internasional (Fox & Reich,
2013; Fritz et al., 2014).

Penerapan Model Kaleidoskop telah memberikan hasil positif dalam studi kebijakan
pangan di berbagai negara berkembang. Di Zambia, model ini digunakan untuk menganalisis
hubungan antara aktor lokal dan donor dalam proses reformasi kebijakan pangan (Resnick et
al., 2018). Di Peru, pendekatan serupa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan gizi, dengan
hasil yang lebih kontekstual dan aplikatif. Namun, di Indonesia—khususnya wilayah timur
seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua—penerapan model ini masih sangat
minim, meskipun daerah-daerah tersebut menghadapi tantangan ketahanan pangan yang paling
berat dan kompleks.

Literatur yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan di
Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Banyak studi gagal menjelaskan
dinamika perubahan kebijakan karena tidak menggunakan pendekatan yang mampu
menangkap proses kebijakan secara dinamis dan berlapis (Grindle, 2004; UNDP, 2022).
Padahal, perubahan kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam atas relasi
antara aktor, bukti, dan konteks sosial-budaya. Dalam konteks ini, Model Kaleidoskop
menawarkan solusi analitis yang lebih adaptif dan aplikatif, sekaligus mendorong integrasi
antara dimensi teknokratik dan partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan ketahanan pangan di
Indonesia, dengan fokus pada kebijakan pertanian dan kebijakan pengurangan stunting sebagai
dua elemen utama. Penelitian dilakukan secara bertahap selama tiga tahun: pengujian hipotesis
pada fase agenda setting dan implementasi (2025), evaluasi reformasi berbasis data (2026), dan
pengembangan aplikasi kebijakan berdasarkan temuan lapangan (2027). Melalui studi kasus
kualitatif di enam provinsi prioritas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor
yang mendorong atau menghambat perubahan kebijakan serta mengembangkan model
operasional yang relevan dengan kondisi lokal.

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis melalui penerapan Model
Kaleidoskop dalam konteks Indonesia dan memperluas wacana ilmiah tentang kebijakan
publik berbasis bukti. Selain itu, hasilnya akan memberikan rekomendasi kebijakan yang
praktis dan kontekstual bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Dengan
pendekatan berbasis data dan responsif terhadap realitas lokal, penelitian ini diharapkan
mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya ketahanan pangan
berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan regional.

METODE

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
memahami dinamika perubahan kebijakan ketahanan pangan di Indonesia melalui penerapan
Model Kaleidoskop. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam
konteks sosial-politik dan institusional yang kompleks dalam kebijakan publik, khususnya di
sektor pertanian dan penanggulangan stunting. Sesuai dengan panduan Yin (2018), studi kasus
kualitatif memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap fenomena dalam konteks
aslinya, serta sangat relevan untuk menjelaskan dinamika kebijakan yang dipengaruhi oleh
banyak aktor dan kondisi lokal.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif mencakup enam provinsi strategis: Maluku
Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah-wilayah ini dipilih karena mewakili variasi geografis, tingkat stunting, dan tantangan
ketahanan pangan yang berbeda. Maluku Utara menghadapi hambatan logistik dan distribusi
pangan; NTT mencatat prevalensi stunting tertinggi di Indonesia (37,8%); sementara Papua
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memiliki kondisi infrastruktur dan akses pangan yang sangat terbatas (Katadata, 2024;
Kementerian Pertanian RI, 2024).

Penelitian ini mengadopsi Model Kaleidoskop sebagai kerangka analitis utama, yang
mengintegrasikan dimensi agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi
kebijakan. Untuk mengoperasionalkan model ini, digunakan empat pendekatan analitis: (1)
analisis kekuasaan dan konflik antarpemangku kepentingan, (2) perbandingan teori kebijakan
dengan menyoroti peran aktor eksternal seperti lembaga donor, (3) evaluasi kesenjangan
implementasi kebijakan, dan (4) pengembangan model operasional untuk kontekstualisasi
kerangka Kaleidoskop dalam kebijakan ketahanan pangan Indonesia.

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode utama: dokumentasi, wawancara
semi-terstruktur, dan observasi partisipatif. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan,
laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi organisasi internasional. Wawancara
dilakukan dengan metode purposive sampling kepada aktor-aktor kunci seperti pejabat
pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi kebijakan, dan perwakilan masyarakat sipil.
Observasi dilakukan di lokasi implementasi kebijakan untuk memahami dinamika pelaksanaan
dan respons komunitas lokal secara langsung.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan triangulasi sumber dan
metode. Tahapan analisis meliputi: penyusunan kronologi kebijakan untuk mengidentifikasi
alur proses pengambilan keputusan; pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh
dan kepentingannya dalam perubahan kebijakan; serta analisis SWOT untuk menilai kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi kebijakan di berbagai daerah. Ketiga
pendekatan ini membentuk dasar dalam pengujian validitas model Kaleidoskop dalam konteks
ketahanan pangan.

Diagram alir penelitian divisualisasikan dalam bentuk fishbone diagram (Gambar 3),
yang menggambarkan tahapan penelitian dari pengembangan hipotesis hingga formulasi model
kebijakan berbasis bukti. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antara kegiatan tahunan dan
komponen analitis utama dalam penelitian.
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman
komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perubahan kebijakan
ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis bukti, sesuai dengan
prinsip-prinsip dari Model Kaleidoskop dan kebutuhan lokal.

Publication
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kronologi Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan muncul secara signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2021
di wilayah Indonesia Timur, dengan fokus utama pada distribusi logistik pangan dan stunting.
Di Maluku Utara, distribusi logistik menjadi hambatan utama karena faktor geografis
kepulauan, sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), angka stunting yang tinggi menjadi
sorotan utama. Papua menghadapi tantangan multifaset, mulai dari akses terhadap pangan
hingga infrastruktur distribusi. Aktivisme lokal memainkan peran besar dalam mengangkat isu
ini ke tingkat nasional, sebagaimana tercermin dari pernyataan Ibu Marta di Kupang mengenai
darurat stunting di wilayahnya.

Proses formulasi kebijakan antara 2021-2022 menunjukkan keterlibatan aktor lintas
sektor, termasuk pemerintah daerah, akademisi lokal, LSM, serta institusi internasional seperti
UNICEF dan World Food Programme (WFP). Perumusan kebijakan Papua berbasis pada riset
Universitas Cenderawasih yang diperkuat dengan dukungan teknis WFP, sementara Maluku
Utara menekankan pembangunan infrastruktur, dan NTT menekankan pendekatan berbasis
bukti dalam kampanye gizi.

Implementasi kebijakan tahun 2022-2023 menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Di Maluku Utara, waktu distribusi pangan berkurang dari 14 hari menjadi 5 hari setelah
pembangunan dermaga dan gudang logistik. Program edukasi gizi di NTT berdampak positif
terhadap kesadaran masyarakat. Namun, koordinasi antarinstansi di Papua masih menjadi
tantangan utama.

Evaluasi kebijakan tahun 2024 mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kemajuan
signifikan, berbagai kelemahan masih perlu diperbaiki. Reformasi kebijakan kini diarahkan
pada penguatan koordinasi antarlembaga, adaptasi terhadap konteks budaya lokal, serta
pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pangan.

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa pemerintah pusat merupakan
aktor dominan dalam kebijakan ketahanan pangan dengan kekuatan regulatif dan finansial yang
besar. Namun, dinas daerah memegang peran penting dalam implementasi kebijakan karena
kedekatannya dengan komunitas lokal. Lembaga NGO seperti WFP dan UNICEF memberi
pengaruh melalui advokasi dan sumber daya. Akademisi lokal menyediakan landasan bukti
ilmiah, sedangkan masyarakat adat menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan kebiasaan pangan
lokal. Sektor swasta memiliki potensi ekonomi signifikan, namun peran advokasinya masih
minim.

Visualisasi peta pemangku kepentingan (Gambar 1-3) menunjukkan pola yang berbeda
di tiap wilayah. Di Maluku Utara dan NTT, pemerintah pusat dan dinas daerah menempati
posisi berpengaruh tinggi, sedangkan di Papua, masyarakat adat memperoleh posisi lebih kuat
dalam pengelolaan lokal, meski tetap terbatas secara politik. Ketimpangan posisi dan pengaruh
ini memengaruhi proses reformasi kebijakan secara keseluruhan.

Analisis Kekuasaan dan Konflik

Konflik vertikal dan horizontal mewarnai pelaksanaan kebijakan. Di Maluku Utara,
terdapat perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, konflik
horizontal antar dinas lokal seperti pertanian dan transportasi menghambat efektivitas
infrastruktur. Di NTT, distribusi bantuan pangan memicu ketegangan antar komunitas. Di
Papua, ketegangan muncul terkait hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah lokal.

Advokasi oleh masyarakat sipil memperkuat partisipasi kelompok marginal. Di NTT,
masyarakat adat didukung LSM dalam memperjuangkan sistem pertanian tradisional. NGO di
Maluku Utara aktif mendorong transparansi distribusi pangan. Namun, intervensi donor sering
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kali dianggap kaku dan kurang memperhatikan dinamika lokal, seperti yang disampaikan oleh
pejabat NTT, meskipun mereka telah membantu memperbaiki infrastruktur dan kapasitas
teknis di Papua.

Evaluasi Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan meliputi birokrasi yang rumit,
keterbatasan anggaran (realisasi anggaran di Papua hanya 65%), data yang tidak akurat, dan
kekurangan SDM. Perencanaan awal tidak selalu terealisasi, dengan target penurunan stunting
di NTT hanya tercapai 10% dari target 15%. Ketimpangan antardaerah mencolok: NTT lebih
berhasil dalam realisasi program berkat dukungan NGO, Maluku Utara unggul dalam distribusi
logistik, sedangkan Papua menghadapi kompleksitas geografis dan birokratis.

Analisis SWOT Kebijakan Ketahanan Pangan

Di Maluku Utara, kekuatan utama terletak pada pengembangan infrastruktur dan
dukungan pusat, namun tantangan geografis dan kapasitas SDM menjadi kelemahan. NTT
memiliki keunggulan dalam edukasi gizi dan kemitraan NGO, tetapi budaya lokal dan data
yang kurang mutakhir masih menghambat. Papua didukung donor dan kesadaran adat yang
tinggi, namun terhambat oleh koordinasi antarinstansi dan realisasi anggaran rendah. Secara
agregat, model Kaleidoskop memberikan peluang integrasi lintas sektor dengan adaptasi lokal
yang kontekstual.

Pengembangan Model Operasional Empiris Berbasis Kaleidoskop

Model Kaleidoskop diterapkan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual yang
terbukti responsif terhadap dinamika lokal. Agenda setting dipengaruhi oleh isu lokal dan
advokasi masyarakat. Formulasi kebijakan dibentuk melalui kemitraan multisektor.
Implementasi dipengaruhi oleh kendala teknis dan koordinasi. Evaluasi menunjukkan
kebutuhan reformasi berbasis bukti dan fleksibilitas sumber daya.

Hipotesis awal tentang pentingnya koordinasi, pelibatan masyarakat, dan fleksibilitas
kebijakan terbukti valid. Model ini dikembangkan melalui sintesis data wawancara, observasi
lapangan, dan dokumen kebijakan, yang divisualisasikan melalui flowchart reformasi
kebijakan. Model ini menawarkan pendekatan siklus kebijakan berkelanjutan yang adaptif
terhadap kondisi lokal.

Temuan Utama dan Implikasi Kebijakan

Studi ini mengonfirmasi bahwa faktor lokal seperti distribusi logistik dan prevalensi
stunting merupakan pendorong utama reformasi kebijakan. Peran aktor lokal seperti dinas
daerah dan NGO terbukti krusial dalam mengatasi tantangan implementasi, mendukung
temuan Tanziha et al. bahwa ketahanan pangan erat kaitannya dengan peran gender dan pola
makan rumah tangga. Selain itu, sebagaimana diidentifikasi oleh Nurahadiyatika et al.,
integrasi ketahanan pangan dengan pengurangan kemiskinan memberikan dasar penting dalam
penurunan angka stunting secara konvergen.

Kebijakan berbasis bukti, seperti disoroti oleh Rahmatika et al., memperkuat hubungan
antara keamanan pangan, kecukupan energi, dan praktik pengasuhan dalam menurunkan
stunting. Dalam konteks Papua dan Maluku Utara, peran masyarakat adat perlu ditingkatkan,
sebagaimana dikemukakan oleh Islamiah et al. yang menemukan hubungan signifikan antara
karakteristik rumah tangga dan ketahanan pangan dengan kejadian stunting pada keluarga
nelayan.

Rekomendasi utama mencakup penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan
kualitas dan frekuensi data lokal, pelatihan SDM, serta penguatan koordinasi antarlembaga dan
sektor swasta. Implikasi strategisnya, kebijakan reformasi ketahanan pangan akan
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berkontribusi pada pencapaian SDG 2, 3, dan 10 serta memperkuat kapasitas nasional dalam
menghadapi kerentanan pangan dan kesehatan di masa depan.

Pembahasan
Refleksi Dinamika Kebijakan dan Temuan Kontekstual

Hasil studi ini memperlihatkan dinamika perubahan kebijakan ketahanan pangan yang
tidak hanya dipicu oleh tekanan struktural, seperti prevalensi stunting dan ketimpangan
distribusi pangan, tetapi juga oleh kekuatan advokasi masyarakat sipil dan lembaga
internasional. Seperti dicatat oleh Rahmatika et al. (2021), faktor-faktor seperti pola asuh dan
kecukupan gizi berkontribusi signifikan terhadap kejadian stunting. Dalam konteks Nusa
Tenggara Timur (NTT), keberhasilan advokasi LSM dan masyarakat lokal menunjukkan
bahwa perubahan kebijakan tidak hanya bergantung pada aktor negara, namun juga
dipengaruhi oleh aktor non-negara dengan kapasitas advokatif kuat.

Implikasi dari hal ini menunjukkan adanya relasi timbal balik antara bukti empiris lokal
dan desain kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti yang
direkomendasikan oleh Tanziha et al. (2020), di mana kebiasaan makan keluarga dan
ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kesetaraan gender dan dinamika lokal.

Kompleksitas Implementasi dan Asimetri Kapasitas Daerah

Implementasi kebijakan ketahanan pangan menunjukkan variasi kinerja antar provinsi.
Maluku Utara menunjukkan keberhasilan dalam logistik pangan karena penguatan
infrastruktur, namun menghadapi keterbatasan SDM. Di sisi lain, Papua mengalami hambatan
birokrasi dan koordinasi antar instansi yang signifikan. Kesenjangan ini memperkuat temuan
Syamola dan Nurwahyuni (2022) bahwa status ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh
terhadap kapasitas rumah tangga dalam mencapai ketahanan pangan.

Asimetri kapasitas ini mencerminkan pentingnya pendekatan desentralisasi adaptif, di
mana formulasi dan pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan karakteristik geografis dan
sosial-budaya setempat. Hal ini juga menegaskan pentingnya peran aktor lokal, seperti Dinas
Daerah dan akademisi, dalam menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lokal.

Ketimpangan Aktor dan Implikasi Kelembagaan

Analisis pemetaan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat
memiliki dominasi kekuasaan politik dan regulatif, sementara aktor seperti masyarakat adat
dan akademisi memiliki pengaruh terbatas dalam ranah politik. Meski demikian, peran NGO
terbukti strategis dalam menyuplai sumber daya, mendampingi teknis, dan menjembatani
antara aktor lokal dan nasional. Ini konsisten dengan temuan Nurahadiyatika et al. (2021)
bahwa intervensi ketahanan pangan perlu diintegrasikan dengan upaya pengurangan
kemiskinan melalui pendekatan sosial-budaya yang kontekstual.

Namun, ketimpangan ini juga menciptakan konflik vertikal dan horizontal, seperti yang
terjadi antara dinas teknis di Maluku Utara atau antara pemerintah lokal dan masyarakat adat
di Papua. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal
distribusi pangan, tetapi juga arena politik dan negosiasi kekuasaan yang kompleks.

Peran Donor dan Tantangan Keberlanjutan

Peran lembaga donor internasional seperti WFP dan UNICEF terbukti krusial dalam
percepatan implementasi kebijakan, terutama dalam aspek logistik dan edukasi gizi. Namun,
rigiditas agenda donor menjadi tantangan, sebagaimana dicatat oleh pejabat NTT yang
menyebut kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan budaya lokal. Hal ini
mencerminkan temuan Wirata (2022) bahwa penguatan kearifan lokal dan kelembagaan adat
dapat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah terpencil.
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Ketergantungan terhadap donor juga menimbulkan risiko jangka panjang jika tidak
diiringi dengan penguatan kapasitas internal dan mekanisme pendanaan lokal. Oleh karena itu,
keberlanjutan program harus dirancang sejak awal dengan strategi transisi bertahap dari
ketergantungan donor ke penguatan kelembagaan lokal.

Integrasi Model Kaleidoskop dan Pembelajaran Kebijakan

Penggunaan pendekatan Kaleidoskop dalam studi ini memungkinkan analisis yang
menyeluruh terhadap siklus kebijakan, mulai dari agenda setting hingga evaluasi. Dalam
konteks Indonesia Timur, model ini berhasil menangkap kompleksitas aktor, dinamika lokal,
dan adaptasi institusional yang diperlukan. Arundhati et al. (2019) menekankan pentingnya
kerangka kebijakan pangan yang mampu menjembatani antara solidaritas regional dan
kebutuhan domestik, sebagaimana ditekankan dalam kerangka ASEAN.

Sintesis data empiris menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi, penguatan data
lokal, dan partisipasi masyarakat adat merupakan elemen kunci yang harus terus dikembangkan
dalam desain kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan literatur
global bahwa keberhasilan ketahanan pangan sangat bergantung pada sistem kelembagaan
yang inklusif, adaptif, dan berbasis data.

Implikasi terhadap Reformasi Kebijakan dan SDGs

Implikasi kebijakan dari studi ini mencakup perlunya reformasi struktural dalam
birokrasi kebijakan pangan, perbaikan sistem data dan monitoring, serta penguatan SDM lokal.
Selain itu, penguatan peran sektor swasta dan masyarakat adat perlu diarusutamakan dalam
desain kebijakan yang responsif.

Dampaknya terhadap SDGs sangat signifikan, terutama dalam mendukung tujuan 2
(Zero Hunger), tujuan 3 (Good Health and Well-being), dan tujuan 10 (Reduced Inequalities).
Reformasi kebijakan yang didasarkan pada bukti lokal, koordinasi multisektor, dan inklusi
sosial akan memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa tantangan dan peluang dalam
kebijakan ketahanan pangan di Indonesia Timur merupakan cerminan dari dinamika nasional
yang memerlukan pendekatan multidimensi, responsif, dan kontekstual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dinamika kompleks kebijakan ketahanan pangan di Indonesia
Timur dengan menekankan pentingnya konteks lokal, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi
multipihak. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat
dipengaruhi oleh kekuatan aktor lokal seperti dinas daerah, LSM, dan masyarakat adat, serta
didukung oleh infrastruktur logistik dan intervensi donor internasional. Namun, tantangan
signifikan tetap ada, terutama dalam bentuk fragmentasi birokrasi, keterbatasan kapasitas
SDM, dan ketimpangan data yang menghambat efektivitas distribusi pangan dan penurunan
stunting.

Diskusi memperkuat bahwa Model Kaleidoskop memberikan kerangka yang adaptif
dan kontekstual untuk menganalisis perubahan kebijakan dalam situasi yang kompleks dan
berlapis. Model ini mampu menjelaskan bagaimana interaksi antara bukti, tekanan sosial, dan
kekuasaan politik membentuk kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Implementasi model ini juga membuka ruang bagi pendekatan kolaboratif dan pembelajaran
kebijakan lintas aktor dan level pemerintahan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengayaan terhadap pendekatan teoritis dalam
studi kebijakan di negara berkembang serta penyediaan model operasional berbasis data
empiris. Penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi peran
sektor swasta dan mekanisme pembiayaan lokal dalam mendukung keberlanjutan kebijakan
pangan yang inklusif dan tahan krisis.
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